BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini kompleksnya persoalan hukum hampir merata dari tingkat
masyarakat kalangan atas,menengah atau masyarakat di tingkat bawah.Berbagai
jenis kejahatan baik kejahatan ekonomi,kejahatan profési maupun kejahatan
penuh kekerasan kadang tidak bisa terungkap bahkan tidak tersentuh oleh hukum
lama kelamaan bisa menggerogoti sendi-sendi fundamen hukum sehingga rasa
keadilan yang menjadi idaman para korban tindakan kejahatan bemb@ menjadi
barang yang teramat langka.Ujung-ujungnya banyak kalangan masyarakat yang
pesimistis,apatis dan apriori terhadap hukum lantaran banyak kejadian di mana
hukum jarang berpihak képadé para korban kejahatan sebagai pihak yang
dirugikan secara tidak adil dan penegakan hukum hanya bisa bekerja secara
maksimal,aktif dan penuh kompromi jika ditangani dan diketahui oleh pihak-

pihak yang berwenang.

Indonesia adalah suatu masyarakat patriarkhal, dan kondisi faktual ini
tidak dapat diingkari,seperti juga di negara-negara lain di dunia.Partriarkhal
sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan,
dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan,yang nyata baik dalam
kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Kecenderungan untuk
menelantarkan atau tidak bertanggung jawab atas tindakan yang menghamili
seorang perempuan dan perumusan tentang kedudukan perempuan,merupakan

salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat pria.Salah satu
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fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini,bahkan juga
masyarakat internasional,adalah tindak kekerasan secara halus dan tersamar
terhadap perempuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan
dengan indikasi setelah seorang perempuan yang hamil dianjurkan untuk
menggugmkan kandungannya oleh pihak laki-laki yang tidak mau bertanggung
jawab atas hamilnya perempuan akibat perbuatan laki-laki tersebut.Terlebih lagi,
rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (fear of cﬁme) jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria. Walaupun kenyataan
menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki,akan tetapi
dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek ja§maniah)
membuat fear of crime mereka lebih tinggi dan sangat berdampak psikologis.

Bukan itu saja, karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan
terhadap perempuan,derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun
setelah terjadinya kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada
yang dialami laki-laki.Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan
ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan |
dirinya,misalnya pacar, orang-orang yang berkenaan dengan orang yang dekat
secara emosional.”

Ketiadaan proses hukum untuk menangani peristiwa-peristiwa yang
berkaitan dengan kisah percintaan yang gagal padahal sudah ada janin di perut

pihak perempuan yang sering terjadi akhir-akhir ini sangat jelas menunjukkan
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lemahnya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan serta rendahnya
komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara yuridis.Jalan
terakhir yang ditempuh pihak perempuan yang hamil karena tidak adanya
pertanggungjawaban dari pihak laki-laki terhadap janin dengan menggugurkan
kandungan menimbulkan akibat hukum yang serius terhadap pihak perempuan
sebagai pihak pertama yang tertangkap tangan ketika ada tindak pidana
pengguguran kandungan.Belum lagi tindakan penggugﬁran kandungan yang
lainnya yang melanggar hukum tapi bukan karena akibat tidak adanya
pertanggungjawaban laki-laki sangat beragam sekali motifnya.

"The dark number of violent crime against women" masih selalu

membayangi dan menakutkan kaum perempuan di dumia,apalagi bila diingat
bahwa sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat yang kurang konstruktif dalam
merespon tindak kekerasan éeca;a halus dari seorang laki-laki untuk menyuruh
menggugurkan kandungan terhadap perempuan yang juga didasarkan pada
persepsi bahwa masalah percintaan yang gagal dengan hasil janin yang tidak
diinginkan pihak laki-laki ataupun pihak perempuan itu sendiri adalah masalah
internal kedua orang yang berlainan jenis tersebut dan harus diselesaikan dengan
cara mereka sendiri,tanpa melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal
sudah sangat terpatri dalam sikap hidup lapisan masyarakat kita."”’

Sikap non intervention ini berarti bahwa mekanisme pengendalian sosial
secara informal,yakni dalam lingkungan sekitar juga tidak kondusif untuk

mendukung perempuan yang menjadi korban untuk melaporkan viktimisasi
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terhadap dirinya kepada aparat.Rasa malu dan cemas yang teramat sangat bisa
memicu tertutupnya dan tidak dapat disentuhnya kasus tindak pidana pengguguran

kandungan.

Tidak dilapbrkannya atau tidak diprosesnya tindak pidana pengguguran
kandungan yang sukses dilakukan oleh pihak perempuan atas dasar anjuran dari
pihak laki-laki adalah suatu bentuk tindak pidana yang sangat berbahaya bagi
perempuan karena membawa konsekuensi pelaku bebas berkeliaran di
masyarakat,dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatannya baik
terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perempuan-perempuan lain yang
mempunyai kasus yang sama.Ketiadaan rasa sesal ini kemudian dapat diikuti
oleh kesombongan karena tidak ada reaksi hukum,yang pada gilirannya
menyebabkan pelaku pengguguran kandungan memandang rendah hukum dan

atribut-atributnya.

Tindak pidana pengguguran kandungan adalah suatu tindak pidana yang
sering terjadi di masyarakat di mana tindak pidana pengguguran kandungan
tersebut dilakukan oleh pihak wanita sebagai suatu bentuk akumulasi kelemahan
dan ketidakberdayaan dirinya yang hamil tanpa dikehendaki oleh
dirinya,pasangannya,dan keluarganya.jelas menurut pendapat pelaku tindak
pidana pengguguran kandungan, korban tindak pidana pengguguran kandungan
tersebut tidak dirugikan apapun tapi menurut perspektif hukum jelas sudah

merampas hak asasi manusia secara paksa.

Selanjutnya,muncul pula kemungkinan akan ditirunya kejahatan ini oleh

pelaku-pelaku lainnya,oleh karena ia melihat bahwa terhadap pelaku tersebut



ternyata tidak ada tindakan hukum yang dilakukan. Jelas bahwa masalah ini akan
menimbulkan masalah yang lebih besar lagi dalam masyarakat.Ketiadaan
perlindungan hukum bagi korbankhususnya korban tindak pidana pengguguran
kandungan dan pihak perempuan itu sendiri,utamanya merupakan tanggung jawab
para pgmbentuk hukum yang secara normatif telah diserahi kepercayaan
oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasinya,termasuk aspirasi
tentang keadilan.Masalah korban tindak pidana peﬁgguguran kandungan

bukanlah masalah yang baru muncul kemarin,akan tetapi telah ada sejak lahimya

masyarakat.

Sampai saat ini di Indonesia masih sangat sulit menetapkan angka
tindakan pengguguran kandungan yang pastiterutama tindakan pengguguran
kandungan ilegal atau yang melanggar hukum. Hal yang lumrah di mana sesuatu
yang tidak dilegalkan maka tindakan yang mengarah pada hal tersebut seringkali
ditutup-tutupi. Demikian juga dengan tindakan‘penggugura.n kandungan. Tindakan
pengguguran kandungan (legal atau tidak) dalam hitungan angka yang cukup
besar masih berlangsung hingga saat ini di Indonesia.Di daerah perkotaan,
pengguguran kandungan lebih banyak dilakukan oleh praktisi medis profesional,

sedangkan di pedesaan agaknya tenaga dukun atau lainnya lebili dominan.

Meskipun hukum positif yang berlaku di Indonesia sampai sekarang
melarang tindakan pengguguran kandungan secara tegas, tidak berarti bahwa di
masyarakat tindakan penggliguran kandungan tidak dilakukan orang.Abortus
spontan (pengguguran kandungan secara langsung) di Indonesia diperkirakan

seringkali dilakukan hampir di setiap tahunnya sedangkan tindakan penguguran



kandungan buatan yang tidak terdata bisa memasuki suatu angka yang cukup
besar per tiap tahunnya.Bahkan tidak kurang dari satu juta wanita Indonesia
melakukan tindakan pengguguran kandungan setiap tahunnya.Kondisi ini tentu
cukup memprihatinkan, apalagi tindakan pengguguran kandungan adalah sesuatu

yang ilegal di Indonesia.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -pasal yang melarang
tentang tindakan pengguguran kandungan ada di dalam pasal 346 : "Seorang
wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau
menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.” Tetapi untuk tindak pengguguran kandungan menurut Undang'-Undang
No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ada perkecualian untuk melakukan tindak
pengguguran kandungan yang terdapat dalam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi :

"Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan

atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu”.’

Tindakan pengguguran kandungan sebetulnya bukanlah tindakan medis
atau tindakan pidana biasa yang dilakukan tanpa efek samping lainnya.Tapi lebih
daripada itu seorang pelaku pengguguran kandungan juga akan menanggung
beban psikologis,kerusakan organ reproduksi secara permanen dan sanksi pidana
Jjika memang pelaku pengguguran kandungan memenuhi pasal-pasal 346 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.Pada dasarnya pelaku tindak pidana pengguguran

kandungan yang dilakukan secara sadar itu menyandang dua status sebagai pelaku
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dan Kkorban tindakan pengguguran kandungan.Tindakan pencegahan harus
dilakukan jauh hari sebelumnya agar seorang wanita yang sedang hamil tidak
akan terkena pasal-pasal tindak pidana pengguguran kandungan.Hal ini perlu
disosialisasi secara terus menerus secara cepat dan dalam konteks dan proporsi
perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.
23 Tahun 1992 tentang kesehatan.Demikian pula harus dilakukan pencegahan
terhadap seorang perempuan yang hamil tapi tidak menghendaki kehamilannya
tetapi tetap harus memelihara kehamilannya sampai lahir kecﬁali demi alasan
medis.

Relasi antara tindak pencegahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah sangat
logis dan jelas seka]i.Undang—Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dapat
menjelaskan secara medis ada tidaknya indikasi alasan medis melakukan tindak
pengguguran kandungan atau melakukannya karena memenuhi pasal-pasal 346
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti dalam situasi dan kondisi serta‘
iklim apapun juga termasuk jika berbenturan dengan profesi mulia seorang
dokter,bidan atau perawat.Karena bisa jadi profesi mulia itu berubah menjadi
profesi yang melawan hukum.Hal ini untuk menghindari terjadinva tindak pidana
pengguguran kandungan yang dilakukan dengan cara berlindung secara aman
dibalik Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. vang dilakukan

oleh orang-orang ahli yang menjadikan tindakan pengguguran kandungan itu



sebagai profesi.w

Tetapi jangan sampai terjadi seorang ahli yang ingin menjalankan
profesinya yang mulia karena melihat kondisi pasien secara medis harus
dilakukan pengguguran kandungan menjadi ragu-ragu menjalankan tugasnya
karena takut ancaman pasal-pasal tindak pidana penguguran kandungan yang ada
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana telah dijelaskan di depan, kebijakan penanggulangan
kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan abortus, berinduk pada Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) atau WvS warisan zaman kolonial Belanda, yang
memberikan status hukum ilegal dan melarang abortus tanpa kekecualian.Hal ini
bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan
Pancasila yang sangat menekankan asas keseimbangan, dalam hal ini
keseimbangan antara kepentingan jiwa ibu dan kepentingan jiwa janin
yang dikandungnya.

Oleh karena itu demi kesejahteraan dan perlindungan terhadap dokter
yang terpaksa melakukan pengguguran kandungan demi keselamatan jiwa ibu,
perlu diatur secara khusus dalam pembaharuan hukum pidana yang berkaitan
dengan abortus sebagaimana telah dilakukan dengan ditetapkannya Undang-
Undang No. 23/1992 Tentang Kesehatan, khususnya pasal 15.

Dengan dilatarbelakangi uraian tersebut di atas,maka penulis terdorong
untuk lebih mendalami mengenai tindak pidana pengguguran kandungan yang

sering terjadi dengan melakukan penelitian yang hasilnya akan diwujudkan dalam
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skripsi  yang Dberjudul @ TINJAUAN  KRIMINOLOGIS  TERHADAP

PENGGUGURAN KANDUNGAN

B. PERMASALAHAN

|. Bagaimana tindak pidana pengguguran kandungan dilihat dari aru dan
kalimat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang
No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan ?

2. Bagaimanakah akibat hukum orang yang membantu dalam melakukan

pengguguran kandungan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui tindak pidana pengguguran kandungan vang dilihat dan
arti dan kahmat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-
Undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

2. Untk mengetahui akibat hukum dari orang vang membaniu melakukan

pengguguran kandungan.
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D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk memberikan rasa aman kepada masvarakat khususnya perempuan

hamil dan dokter ahli kandungan dalam menjalankan tugas mulianya.

19

Untuk memberikan konmibusi vang positif bagi perkembangan ilmu

hukum pidana dan ilmu kedokteran di Indonesia.

(73]

Untuk memenuhi salah satu svarat untuk menyelesaikan studi dan

mencapai gelar sarjana hukum bagi penulis.

E. METODE PENELITIAN

1. METODE PENDEKATAN

Metode vang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis
sosiologis Pendekatan yundis adalah pendekatan yvang berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku dan sesuai dengan masalah yang diteliti.
Metode sosiologis vaitu suatu peneliian vang bertujuan untuk memperoleh
keadaan sesungguhnya di masvarakat terhadap masalah yang diteliti. Metode
vuridis  sosiologis adalah suatu metode peneclitian vang berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk mencar.menafsirkan dan membuatk esimpulan yang
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berdasarkan kenyataan atau fenomena empirik yang terjadi di masyarakat.(s)
2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk memberikan suatu pengukuran yang benar terhadap
masalah yang terjadi sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pengguguran
kandungan dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No.23
Tahun 1992 tentang kesehatan.Penelitian ini mengembangkan konsep
menghidupkan fakta,tetapi tidak melakukan pengkajian hipotesa.
3. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini pengumpulan data harus seakurat mungkin dan harus
mencari data sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah-masalah
yang ada dalam penelitian ini.Penulis menggunakan data :
a. Data Primer b

Metode pengumpulan data primer adalah metode pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara melakukan wawancara bebas terpimpin (6), yaitu dengan

mempersiapkan terlebth dulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan denagn
pencegahan tindak pidana penguguran kaﬂdungan dilihat dari Kitab Undang -
Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 sebagai
pedoman penulis.Akan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi

pertanyaarn.

©) Ronny Hanitidjo Soemitro,1998 Metode Penelitian Hukum Dan  Jurimetri,Ghalia
Indonesia,Jakarta, hal 14
© Soerjono Soekamto,1985,Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia, Jakarta
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b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian
kepustakaan guna mendapatkan teoritis yang berupa :
1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti,Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan,dan juga tidak menutup kemungkinan untuk menyinggung
Undang-Undang ataupun peraturan hukum yéng relevan dengan
penelitian.
2. Pendapat-pendapat para pakar dan praktisi serta sarjana yang bergerak di
bidang hukum atau bidang-bidang lainnya yang berkaitan,yang dimuat
dalam buku-buku karya tulis,dan dalam berbagai media cetak.
4. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang akan dijadikan penelitian oleh penulis berkaitan
dengan judul adalah Pengadilan Negeri Semarang dan di salah satu tempat praktek
dokter kandungan yang ada di kota Semarang.Hal ini penting dilakukan karena
tanpa kita meneliti dan menentukan di lokasi penelitian penulis tidak akan
mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.
5. ANALISA DATA

Setelah data terkumpul dengan lengkap maka tahap berikutya adalah
analisa data.Analisa data pada penelitian ini adalah analisa data secara
kualitatif Analisis data adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif. Analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan

dan perilaku nyata yang diteliti atau dipelajari sebagai suatu yang utuh.
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Analisis

data kualitatif yaitu data yang dipilih dan disusun secara sistimatis,untuk

selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang

akan dibahas.

6. SISTIMATIKA PENULISAN

Sebelum menguraikan bab demi bab,penulis menguraikan teriebih dahulu

tentang

untuk m

Babl :

Bab1l :

BabIII :

sistimatika penulisan skripsi sebagai gambaran singkat dan pedoman
embahas bab demi bab. Adapun sistimatika tersebut édalah sebagai berikut
Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah,definisi operasional,permasalahan
yang diteliti penulis,kegunaan penelitian,metéde penelitian yang terdiri
metode pendekatan,spesifikasi penelitian,metode pengumpulan data dan
analisa data serta sistimatika penulisan.

Introduksi Teori |

Dalam bab ini memuat tentang pengertian pengguguran
kandungan,pengguguran kandungan menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana,menurut Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang
Kesehatan.Dan hubungan kehamilan yang tidak diinginkan dengan
tindakan pengguguran kandungan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penulis akan menguraikan hasil penelitian dan kemudian menganalisa

data dengan hal-hal yang telah didapat dari tinjauan pustaka.

Bab IV : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dalam pembuatan skripsi dan tentang saran

atas penulisan skripsi ini.
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